Penyelidikan Kasus Paniai Profesional

KOMISI Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) me-
nyebut telah bekerja secara
profesional, independen, serta
sesuai dengan prinsip-prinsip
HAM nasional dan internasional
dalam melakukan penyelidikan
kasus Paniai yang terjadi pada
2014,

“Komnas HAM dalam me-
lakukan penyelidikan kasus
Paniai sudah dilakukan secara
profesional dan independen,”
ujar Komisioner Komnas HAM
Munafrizal Manan melalui
daring, Kamis (4/6).

Munafrizal menuturkan
Komnas HAM sudah memeriksa
26 orang saksi, meninjau dan
memeriksa TKP di Enarotali,
Kabupaten Paniai, memeriksa

berbagai dokumen, melakukan
diskusi dengan beberapa ahli,
serta mengumpulkan informasi
yang menunjang pengungkapan
peristiwa tersebut.

Beberapa saksi penting dalam
Peristiwa Paniai yang diperiksa
ialah pengambil kebijakan dan
penanggung jawab kebijakan
keamanan pada saat Peristiwa
Paniai terjadi, antara lain
Menko Polhukam, beberapa
perwira Polri, dan beberapa
petugas keamanan lapangan di
Papua dan Paniai.

Ia juga menyebutkan pi-
hak TNI saat diminta Tim Pe-
nyelidik Komnas HAM untuk
memberikan keterangan tidak
hadir. Selain itu, Komnas HAM
mendalami hasil laporan yang

disampaikan mengenai uji
forensik senjata api dalam
Peristiwa Paniai.

Menurut Munafrizal, pro-
sedur penggunaan senjata,
prosedur uji forensik, dan
berbagai informasi akurat
terkait penggunaan senjata
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mendapat perhatian serius oleh
Tim Penyelidik Komnas HAM.

Proses itu kemudian meng-
hasilkan berkas penyelidikan
Peristiwa Paniai yang pada
Februari 2020 diserahkan
kepada Jaksa Agung sebagai
penyidik.

Namun, Komnas HAM me-
nerima pengembalian berkas
penyelidikan peristiwa pe-
langgaran HAM berat kasus
Paniai 2014 dari Jaksa Agung
yang pertama pada 19 Maret
2020 dan untuk kedua kalinya
pada 20 Mei 2020.

Pengembalian berkas kedua
dilakukan kejaksaan karena
dinilai belum memenuhi sya-
rat formal dan material untuk
ditingkatkan ke tahap penyi-
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dikan.

Menurut Komnas HAM, pe-
ngembalian berkas penyelidikan
yang kedua tergolong cepat jika
dibandingkan dengan kasus
lain, serta argumentasinya mi-
rip dengan argumentasi pada
pengembalian berkas yang
pertama.

Sebelumnya, pada 3 Feb-
ruari 2020, rapat paripurna
khusus Komnas HAM me-
mutuskan Peristiwa Paniai
sebagai pelanggaran HAM berat.
Peristiwa kekerasan terhadap
penduduk sipil itu menyebabkan
4 orang berusia 17-18 tahun
meninggal akibat luka tembak
dan luka tusuk. Sebanyak 21
orang lain mengalamiluka akibat
penganiayaan. (Ant/P-5)



